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Tahapan 1

Tahapan yang pertama yang dilakukan oleh para pemangku perusahaan dalam mengambil
tindakan hukum ketika terdapat tindak kejahatan dalam perusahaan yaitu melakukan konsultasi
hukum dengan para ahli hukum, tujuan dilakukannya tindakan ini guna memahami situasi dan
kondisi hukum yang sedang dialami oleh perusahaan serta mendapatkan saran hukum yang
tepat agar para pemangku perusahaan memahami jalur yang akan ditempuh. Selain itu apabila



berkonsultasi dengan ahli hukum, ahli hukum tersebut akan membantu dalam proses
penyelesaian permasalahan yang dialami. Setelah itu yang dilakukan oleh para pemangku
perusahaan adalah melakukan evaluasi dan identifikasi masalah, hal ini dilakukan guna
memahami permasalahan yang sedang terjadi serta melakukan evaluasi mengenai risiko yang
akan terjadi serta melakukan pertimbangan akan konsekuensi hukum yang akan terjadi.
Tindakan hukum serta strategi selanjutnya yang dapat ditempuh oleh perusahaan adalah
memilih strategi hukum yang tepat guna melakukan penyelesaian persoalan hukum yang terjadi
secara cepat dan tepat, strategi hukum yang dapat ditempuh diantaranya adalah penyelesaian
didalam pengadilan dan penyelesaian diluar pengadilan (negosiasi, arbitrase, pengajuan
gugatan).

Tahapan 2

Setelah melakukan beberapa langkah ditahapan 1 sebagai tahapan awal dalam pengambilan
tindakan hukum dalam perusahaan, selanjutnya mengumpulkan serta menyimpan bukti-bukti
dengan baik dengan memastikan setiap komunikasi, transaksi dan terkait tindakan hukum
didokumentasikan dengan baik. Tujuan dilakukannya hal tersebut guna menjaga bukti tindakan
hukum yang dilakukan sebagai bentuk perlindungan perusahaan apabila terdapat perselisihan
hukum dikemudian hari. Setelah itu yang dapat dilakukan sebelum masuk proses peradilan
adalah melakukan pertimbangan untuk melakukan proses mediasi atau negosisasi, hal ini
dilakukan guna mendapat kesepakatan kedua belah pihak tanpa memasuki proses pengadilan
apabila dalam proses mediasi atau negosiasi mendapat kesepakatan dari kedua belah pihak.
Kemudian tindakan yang dapat dilakukan adalah mematuhi segala prosedur hukum, seperti
memastikan tenggat waktu yang ditetapkan dalam melakukan pengajuan dokumen yang
diperlukan dalam proses pengadilan.(Sinaga, t.t.)

Tahapan 3

Kemudian tahapan yang dapat dilakukan setelah melakukan beberapa langkah dalam tahapan
2 adalah melindungi data-data pribadi perusahaan guna menjaga kerahasiaan informasi terkait
tindakan hukum. Tahapan terakhir yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah terbuka dan
menerima keputusan pengadilan, namun terkadang penyelesaian permasalahan diluar
pengadilan dapat menjadi pilihan yang lebih baik daripada melanjutkan pada proses hukum
yang memakan waktu, tenaga dan uang.

Simpulan

Dalam perusahaan sedikit banyak biasanya terdapat suatu tindak kejahatan yang
dilakukan oleh beberapa orang didalamnya, hal ini biasanya akan berakhir dengan adanya
tindakan tegas yang dilakukan oleh pemangku kepentingan dalam perusahaan berupa tindakan
hukum bagi pihak-pihak yang telah merugikan atau melakukan tindak kejahatan dalam
perusahaan. Pada umumnya tindak kejahatan dalam perusahaan terjadi secara korporasi yang
dimana kejahatan tersebut melibatkan banyak pihak dalam perusahaan, selain itu kejahatan
korporasi juga dapat dimaknai sebagai pelaku kejahatan tersebut bukanlah entitas orang secara
biologis naturlijke person. Oleh karena itu para pemangku kepentingan perlu adanya strategi
dan praktik dalam mengambil tindakan hukum, Tindakan hukum yang dilakukan oleh
perusahaan juga sebagai bentuk menghukum orang-orang yang merugikan perusaahan namun
masih menghargai hak asasi dari pelaku tindak kejahatan tersebut, dengan pengambilan
tindakan hukum dalam penyelesaian permasalahan tindak kejahatan dalam perusahaan, akan
terdapat titik terang yang dimana perusahaan akan diberikan kompensasi atas kerugian yang
dialami dan para pelaku tindak kejahatan dalam perusahaan akan dimintai pertanggung
jawaban atas tindakannya yang telah merugikan perusahaan.
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